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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

Tahun Sidang : 2011 – 2012 

Masa Sidang : IV 

Rapat : Ke – (dua puluh dua) 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Rabu,  27 Juni 2012 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 15:05 WIB s.d 18.15 WIB 

Tempat : Ballroom B, Hotel Intercontinental, Jln. Jend. Sudirman –  

Jakarta Pusat 

Acara : Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan 
Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI 
dalam RAPBN TA. 2013. 

Ketua Rapat : Nusyirwan Soejono 

Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si. 

Hadir Anggota :         dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra : Sekretaris Menteri dan Pejabat Eselon I Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran. 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
I. PENDAHULUAN 

 

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 15:05 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V 
DPR RI dengan Sekretaris Menteri dan Pejabat Eselon I Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal beserta jajaran pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran 
Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI 
dalam RAPBN TA. 2013. 

3. Ketua Rapat mempersilahkan Sekretaris Menteri dan Pejabat Eselon I Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran untuk menyampaikan penjelasan dan 
paparannya. 

4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
tanggapan dan pertanyaan. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

 
1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program/kegiatan yang disampaikan pada RKP 

2013, total alokasi anggaran pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 
1.368 Miliar dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sekretariat sebesar Rp. 176,6 Miliar; 
b. Deputi I sebesar Rp. 110,85 Miliar;  
c. Deputi II sebesar Rp. 450,160 Miliar; 
d. Deputi III sebesar Rp. 309,980 Miliar;  
e. Deputi IV sebesar Rp. 90,05 Miliar; dan 
f. Deputi V sebesar Rp. 230,68 Miliar. 

 
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal agar menerapkan 

penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi program/kegiatan secara 
ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan outcome-nya  dalam usulan 
pada Tahun Anggaran 2013. 
 

3. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melakukan 
kajian dan pemetaan daerah tertinggal agar mendapatkan data yang valid dan akurat serta 
mengkoordinasikan hasilnya dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga bermanfaat 
langsung dalam mengentaskan ketertinggalan daerah. 
 

4. Komisi V DPR RI  bersama-sama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  akan 
membentuk tim yang bertujuan untuk memformulasikan program pembangunan daerah 
tertinggal yang implementatif dan tepat sasaran serta melakukan  evaluasi program/kegiatan 
Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA 1).    
 

5. Komisi V DPR RI menyetujui usulan revisi realokasi antar kegiatan dalam satu program yang 
bukan hasil optimalisasi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 35 
Miliar sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-402/MK.02/2012. 
 

 
III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB. 

 

 

                                                                       Rabu, 27 Juni 2012 
 

 

SESMEN KEMENTERIAN 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 

 
TTD 

 
H.M. NURDIN  

KETUA RAPAT, 
 
 

TTD 

 
NUSYIRWAN SOEJONO 
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